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Abstrak 
Pokok masalah penelitian ini adalah Implementasi UU nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan terhadap praktek nikah siri. Penelitian yang mengkaji tentang praktek nikah siri 
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekataan yang digunakan adalah pendekatan 
yuridis dan empiris dengan sumber data dari kecamatan bangkala kabupaten jeneponto, 
selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara observasi, 
dokumentasi dan penulusuran referensi. Hasil dari penelitian ini yaitu banyaknya masyarakat 
kecamatan bangkala kabupaten jeneponto yang melakukan perkawinan siri yang 
melatarbelakngi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan 
perkawinan. Tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan rendah atau buta hukum. Oleh sebab 
itu  perlu adanya tokoh agama atau tokoh masyarakat yang melakukan sosoalisasi betapa 
pentingnya pencatatan perkawinan di KUA khususnya pada masyarakat bangkala kabupaten 
jeneponto. 
Keywords: Praktik Nikah Siri, Hukum Perkawinan. 
Abstract 
The main problem of this research is the implementation of Law number 1 of 1974 on 
marriage to the practice of unregistered marriage. This research examines the practice of 
unregistered marriage that used qualitative methods with the juridical approach and 
empirical approaches with the data source from the district of Bangkala, Jeneponto district, 
then the data collection method used are the observation interview, documentation and 
reference research. The results of this study are the large number of people in the sub-district 
of Bangkala, Jeneponto Regency, who carry out unregistered marriages, which causes a lack 
of public understanding of the importance of marriage registration. Of course, this cannot be 
separated from the low level of education or the blindness of the law. Therefore, it is 
necessary to have religious or community leaders who socialize the importance of marriage 
registration at the KUA especially the people of Bangkala Jeneponto district 
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A. Pendahuluan  
Setiap kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya laki-laki dan 
perempuan memeliki daya tarik antar satu sama yang lainnya. Pernikahan merupakan 
suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal  dan rumah tangga 
sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan 
ekstensi manusia di atas bumi. Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya 
manusia di muka bumi ini dan merupakan fitrah manusia yang diberijan oleh allah SWT 
kepada hambanya.1 
Pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sering diartikan oleh masyarakat 
bangkala kabupaten jeneponto adalah pernikahan sembunyi-sembunyi pernikahan 
semacam ini dilakukan oleh secara diam-diam (rahasia) siri dikarenakan pihak dari 
keluarga perempuan tidak setujuh  menganggap pernikahan ini tanpa wali atau hanya 
ingin memuaskan nafsu sesaat belaka tanpa menghindari ketentuan-ketentuan syariat 
islam. Kedua pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan  dalam lembaga 
pencatatan nikah KUA. 
Masalah perkawinan siri dalam persepktif hukum islam timbul kontroversi mengenai 
nikah siri kepada pihak perempuan karna paling bnayak menanggung malu di 
bandingkan dengan keluarga laki-laki sebelum membahas dampak negatif dari nikah siri 
tidak adanya restu dari kedua keluarga perempuan. Sehingga kebanyakan masyarakat 
kecamatan bangkala melakukan nikah siri tanpa melibatkan PPN. Tetapi hanya di 
lakukan oleh mualim atau seorang kyai tanpa melakukan pencatatan bukuh nikah 
dikantor urusan agama (KUA) minimal pemahaman masyarakat kecamatan bangkala 
kabupaten jeneponto belum tau betapa penting di daftarkan pernikahan di Kantor urusan 
agama (KUA). Sehingga  masyarakat bangkal kabupaten jeneponto beranggapan bahwa 
pernikahan di catat maupun tidak di catat sama saja yang penting sah dan tidak 
melakukan hubungan intim diluar pernikahan atau biasa di sebut dengan zina. 
 
1 Burhanuddin S, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2010), h. 65. 
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Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam UU No 1 tahun 1974 pasal I 
bahwa: perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan laki-laki 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahma 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa.2 
Berikut akan dibahas faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan siri pada 
masyarakat kecamatan bangkala kabupaten jeneponto pada umumnya. Perkawinan siri 
yang terjadi di bangkala menyebabkan ketika seseorang hamil diluar nikah atau tidak 
adanya restu dari kedua orang tua perempuan penyebabnya karena hamil diluar nikah 
dan mencemarkan nama baik keluarga (siri) sehingga melakukan perkawinan siri. 
Walaupun telah ada peraturan perkawinan yang sudah jelas namun pada kenyatannya 
masyarakat bangkala tetap saja melakukan perkawinan siri supaya terhindar dari gosip 
tetangga dan banyakanya dalam masyarakat bangkala yang yang melanggarnya dan 
lebih memilih nikah siri secara diam-diam tanpa restua kedua orang tua perempuan. 
Adapun nama-nama yang melakukan perkawinan siri di Bangkala antaranya adalah: 
a. Sambe dan minting 
b. Yasbir dan ita 
c. Yuseng dan kasi 
d. Baso 
e. Kamaria 
f. S dan H 
Sesuai dengan rumusan di atas perkawinan. Perkawinan tidak hanya dengan ikatan lahir 
batin saja tapi keduanya harus saling menyampingkan perbuatan hukum karena 
perbuatan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Baik berupa hukum atau 
kewajiban bagi keduanya sedangkan akibat perbuatan dari keduanya dengan adanya 
perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaanya memerlukan kaitanya dengan ajaran-
ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaanya yang sejak dulu mampu 
memberikan aturan-aturan hukum bagaimana pernkahan itu harus di laksanakan dan  
 
 2 Abdurahman, 1996, pekawinan dalam syariat islam. (PT. Rineka Cipta, Jakarta) 
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mematuhi segala UU yang berlaku yang ada negera indonesia. Khusunya dalam ajaran 
agama islam misalnya  akibat dari perbuatan keagamaan penting sekali dalam 
pelaksannanya yang di kaitkan dengan ajaran-ajaran masing-masing agama baik 
kepercyaan yang sejak dlu ada dan memberikan ajaran sebagaiamana yang di ajarkan 
dalam agama masing-masing sepasang pria dan wanita melalukan pernikahan yang di 
halalkan menurut hukum agama masing-masing dan melakukan hubungan kelamin 
sehingg terhindar dari zona perzinaan. Zina merupaka perbuatan yang  sangat kotor 
dandi benci oleh nabi dan allah swt yang dpat merusak masa depan manusia. 
Pernikahan yang masih terlihat sampai sekarang adalah perkawinan tanpa dicatatkan 
pada pejabat yang berwenang atau diebut dengan pernikahan siri. Pernikahan ini 
dilangsungkan hanya depan penghuluu dengan memenuhi syariat islam sehingga 
perkawinan ini tidak dapat dicatatkan di kantor urusan yang berwenang untuk itu. 
Perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku dan Undang-undang yang 
berlaku. Jelaslah sahnya perkawinan bila didaftarkan di KUA tetapi kebanyakan 
masyarakat kecamatan Bangkala tidak memperhatikan ketentuan dan peraturan yang 
sudah diatur negara serta belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga 
masih banyak masyarakat bangkala yang melakukan perkawinan tanpa menyadari dalam 
perkawinan yang dia lakukan. 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
terhadap praktek nikah siri di kecamatan bangkala kabupaten jeneponto. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kaulitatif atau biasa disebut dengan penilitian lapangan 
yang secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan tokoh 
masyarakat maupun informasi lain terhadap pernikahan siri dengan tujuan untuk 
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan. Lokasi penelitian ini di 
lakukan di kecamatan bangkala kabupaten jeneponto dimana terdapat ada 10 desa dan 4 
kelurahan. Pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif yan merupakan penelitian 
Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap  
Praktek Nikah Siri di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 
 
Liharja, A. Qadir Gassing, Supardin 
 
1062 | QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021  
yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara, dokumen resmi, foto, dan 
berkas perkara. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Nikah Siri dan UU No. 1 Tahun 
1974 
Dalam masyarakat Indonesia  salah bentuk perkawinan yang dikenal adalah nikah siri 
yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ada yang dicatat adapula yang 
tidak dicatatkan oleh  pencatatan niakh dan tidak terdaftar diurusan agama (KUA). 
Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara soeorang perempua dan laki-laki untuk membnetuk keluarga sakinah  mawadah 
warahma yang kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 2 (ayat) 1 dengan 
sangat jelas menyebutkan “suatu perkawinan akan sah apabila di lakukan menurut 
agama masing-masing dan kepercayannya”. 
Pengertian pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang menetapkan perkawinan berdasarkan 
perkawinan ketuhanan yang maha esa dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. Di dalam negera Republik Indonesia berdasarkan pancasila tidak boleh terjadi dan 
berlaku. Hukum perkawinan yang bertantangan dengan ajaran kaidah-kaidah islam 
bagi orang muslim. Dengan demekian pula bagi orang-orang yang beragama 
Kristen nasrani dan lain-lain tidak berlaku hukum perkawinan yang bertentangan 
dengan ajaran dan kaidah-kaidah mereka. 
b. Terjadinya akad peristiwa menurut hukum masing masing Pasal 1  UU N0 1 tahun 
1974. Adalah merupakan peristiwa hukum. Ditrntukan dalam pasak 2 ayat (2) “ 
tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undanangan yang 
berlaku. 
 
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kecamatan Bangkala 
Kabupaten Jeneponto Lebih Memilih Nikah Siri 
Prakek nikah siri yang terjadi di masyarakat kecamatan bangkala kabupaten jeneponto. 
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Maka penelitian ini memeperoleh data-dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
perkawinan siri adalah sebagai berikut: 
a. Mahalnya uang panai jadi salah satu kendala yang terjadi di masyarakat bangkala. 
Mahalnya uang panai yang diminta oleh dari keluarga pihak perempuan. sehingga 
dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi atau mengabulkan permintaan 
dari keluarga pihak perempuan uang panai yang dia minta 50 juta, baru calon 
pengantin laki-laki hanya bekerja sebagaia penjual ballo tala’. Sehingga  pak 
Jumakka lebih memilih silariang dan menikah siri di desa malasoro karena ini 
jalan satu-satunya untuk bersatu dengan istrinya ibu jumintang. 
b. Keturunan darah karaeng yang banyak kita temui di masyarakat kecamatan 
bangkala. seorang karaeng yang ingin melamar perempuan  yang biasa-biasa saja 
atau biasa disebut dengan satu nama saja tidak ada nama daengnya misalnya yani 
dg ani  saja. Tapi karaeng ini tidak memikirkan semuanya itu. Prinsip karaeng ini 
mau karaeng bukan karaeng biar satu namana  yang penting saya mau menikah 
denganya tapi. Keluarga dari pihak laki-laki tau bahwa gadis yang disukai 
putranya dari keluarga biasa-biasaja/ satu namanya tidak sebanding dengan 
keluarga laki laki yang derajatnya lebih tinggi sehingga kedua orang tua laki-laki 
tidak merestui hubungan mereka. Tapi sayang seribu sayang restu orang tua tidak 
bisa menghalangi cinta mereka berdua. Dan mereka pun silariang dan melakukan 
pernikah siri di KUA di Makassar. Hasil wawancara dengan karaeng yasbir dan 
istrinya. 
c. Nikah siri juga terjadi karena perbadaan keyakinan atau beda agama. Agama yang 
dianut oleh paisal adalah agama islam sedangkan istrinya beragama Kristen 
protestan. Alasanya  kenapa paisal lebih memelih nikah siri karena istrinya si 
mersi hamil diluar nikah dan jalan satu-satunya untuk tidak menimbulkan fitnah 
dari tetangganya paisal melakukan perkawinan siri di papua bagian wasior. 
d. Faktor ekonomi rendah atau miskin yang jadi pemicu yang luar biasa. Ekonomi 
jadi salah satu faktor yang menyebabkan praktek nikah siri selalu bertambah. 
Karena beranggapan bahawa biaya nikah secara resmi di kantor urusan agama 
(KUA) memerlukan biaya yang lumaya mahal belum lagi biaya lamming, kuda, 
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bahan kue dan yang lainnya sehingga  bagi mereka yang berpenghasilan rendah 
merasa tidak sanggup untuk biaya pencatatan nikah. Sehiingga lebih memilih 
nikah siri inilalah terjadi dikeluarga yuseng dan kasi. 
e. Perkawinan siri juga terjadi Karena faktor tidak mempunyai keturunan dari istri 
pertamanya. Sehingga bapak baso melakukan perkawinan siri untuk mendapatkan 
keturunan dari istri sirinya dan daia melakukan pernikahan siri secara diam-diam 
tanpa sepengatahuan dari istri pertamanya yang sah. pak baso  melakukan 
pernikahan siri di di desa kapita. 
3. Pendapat Masyarakat Bangkala/ jeneponto Tentang Praktek nikah siri 
Dari pengamatan pada masyarakat kecamatan Bangkala menurut informan yang ada 
sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahn siri para pihak pelaku memeiliki latar 
sebagai orang yang berpendidikan tinggi atau PNS karena dalam ikatan kerja tersebut 
memeliki ketentuan untuk tidak memiliki lebih dari lebih dari satu dan proses cerai yang 
lumayan rumit. 
Faktor ekonomi tersebut untuk pengurusan berkas perkawinan dan perceraian 
memerlukan biaya yang tidak sedikit pula bagi pihak yang ditinggal. 
Dari beberapa latar belakang tersebut menyebabkan pihak ingin menikah lagi 
memutuskan untuk melakukan pernikahan siri untuk melelgalkan secara agama dan 
terhindar dari perbuatan keji atau zina dan fitnah. Dengan pernikahan siri bapak baso 
selaku iman dusun kelurahan bontorannu dalam kegiatan wawancara yang berlangsung 
dan ia mengatakan beliau sering menikahkan pasangan yang melangsungkan pernikahan 
siri dalam prosesnya melakukan perkawinan hampir sama dengan pernikahan pada 
umumnya yaitu adanya kedua mempelai dan kedua orang saksi dan mahar. 
Perkawinan siri yang terjadi pada kecamatan bangkala kabupaten jeneponto terdapat 
berbagai tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat mengenai perkawinan siri di 
antaranya adalah sebgai berikut: 
a. Andi Baso 
Beliau merupakan kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan bangkala kabupaten 
jeneponto. Menjabat sebagau kepala kantor urusan agama (KUA) selama 3 tahun.di 
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kantor urusan agama kecamatan bangkala karena sebelumnya beliau sempat menjabat 
sebagai penghulu di kantor urusana agama tamalatea selama kurangnya 2 tahun. 
Dalam penjelasan tentang administrasi pernikahan di kantor urusan agama (KUA) 
kecamatan bangkala nelaiau menjelaskan bahwa pendaftaran pernikahan apabila akad 
di langsungkan di kantor biaya Rp.0 (Nol rupiah) dan apabila pelaksanaan pernikahan 
diadakan dirumah maka biaya yang ditanggung sebesar 800.000 (lapang ratus ribu 
rupiah). 
Dalam usia ideal pernikahan. Pak andi mengatakan sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 
yang usia laki-laki 19 tahun edangkan usia untuk perempuan minimal 16 tahun. Jadi 
kaitanya adalah adanya pernikahan siri menurut pendapat pak andi kantor urusan 
agama (KUA) pernikahan yang menurut sunna nabi harus disebar luaskan teteapi 
pernikahan tetapi kalau pernikahan siri tidak. Nikah haruslah disebar luaskan karena 
untuk mengetahu jelas tidak statusnya dan apabila diam-diam menjadikan tidak jelas 
dalam semuanya baik di anak di status dalam KK (kartu keluarga) dana lain-lain. 
Menurut beliau dampak dari pernikahan siri sangat banyak diantaranya: 
1) Walinya adalah wali hakim, tidak bapaknya 
2) Hukim tidak dinamakan hukum dalam nasab bapaknya, nasab ikut keibunya 
3) Dalam segi hukum dan negara tidak diakui status hukumnya 
4) Tidak dapat waris karena nasab ikut keibunya (anak di luar nikah) 
b. Dg Ngerang 
Dg Ngerang adalah warga desa bontomnai  dusun aranaya kecamatan bangkala 
kabupaten jeneponto. Belaiu menjabat sebagai kepala iman dusun bontomanai dalam 
pendapatnya tentang pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak yang sah menurut 
agama tapi tidak sah menurut hukum negara pernikahan siri sah maupun nikah sah 
hukumnya. Dalam kegiatan wawancara dg ngerang beliau mengatakan bahwa ia sering 
menikahkan orang dalam pernikahan siri dalam satu tahun kurang lebih dari 30 orang 
baik masyarakat bontomanai maupun di luar desa kecamatan bangkala umur 16 sampai 
55 tahun. Dan prosesnya melakukan perkawinan siri hampir sama dengan pernkahan 
pada umumnya  yaitu adanya ada memepelai kedua wali dan mahar dan biasanya 
dengan adanya perjanjian lebih awa. 
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c. Abd. Rahman Dg Rewa 
Beliau merupakan kepala desa bontomanai di kecamatan bangkala kabupaten 
jeneponto, menjabat kepala desa selama 2 periode berturut turut, dalam pendapatnya 
tentang perkawinan siri adalah perkawinan yang menurut agama sah tapi tidak dengan 
hukum negara nikah siri adalah perkawinan  yang dilakukan oleh sepasang laki-laki 
dan perempuan apabila tidak ada restu dari keluarga dari pihak si perempuan, 
perkawinan siri juga sering terjadi karena hamil diluar nikah 
Dan salah jalan s\satu-satuhnya adalah silariang dan melakukan pernikahan secara 
diam-diam supaya tidak menimbulkan fitnah atau aib bagi keluarga perempuan. Hasil 
wawancara dengan kepala desa bontomanai kecamatan bangkala kabupaten jeneponto 
27 juni 2020. 
 
D. Penutup 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perkawinan siri di 
kecamatan bangkala diperoleh dari informasi bahwasanya faktor yang menyebabkan 
banyaknya perkawinan siri karena mahalnya uang panai jadi salah satu kendala yang 
terjadi di masyarakat kecamatan bangkala. Mahalnya uang panai yang diminta dari 
keluarga bela pihak si perempuan.sedangkan pekerjaan dri laki-laki hanya seorang 
penjual ballo tala’. Sehingga pak jummaka lebih memilih silariang dan melakukan 
pernikahan siri di desa malassoro. Dan ini jalan satu-satunya supaya bisa berstu dengan 
istrinya ibu jumintang 
Adapun pandangan beberapa tokoh masyarakat mengenai perkawinan siri adalah  bapak 
abdul rahman dg rewa beliau merupakan kepala desa bontomanai pendapatnya tentang 
perkawinan siri adalah. Perkawinan yang tidak sah menurut negara tetapi sah secara 
hukum agama. Perkawinan siri boleh dilakukan bilanya hamil diluar nikah dan tidak 
adanya restu dari kedua orang tua pihak perempuan  dan bagi yang melakukan silariang 
kita nikahkan di rumah iman dusun supaya tidak timbul fitnah dari tetangga kampung, 
dan apabila perkawinan siri di larang secara langsung maka akan menimbulkan masalah 
karena akan keyakinan masyarakat desa bntomanai mengenai pernikahan siri bahwa 
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pernikahn siri itu sah menurut hukum agama dan ada istiadat dari pernikahan siri. 
Biasanya masyarakay kecamatan bangkala melakukan pernikahn siri dan tidak lama 
kemudian mencatatkan pernikahanya di kua. dan  itulah pendapat dari  bapak abdul 
rahman dg rewa selaku kepala desa bontomanai. 
Banyaknya masyarakat kecamatan bangkala yang kurang paham dengan pencatatan 
pernikahan sehingga terjadi perkawinan siri yang kurang sesuai dengan ketentuan 
hukum Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya tokoh masyarakat atau tokoh agama 
bersosisialisi dengan masyarakat setempat  bahwasanya betapa pentingnaya pencatatan 
perkawinan di KUA. Bagi masyarakat  yang tidak mampu untuk memenuhi biaya 
pencatatan pernikahan  nikah baik dikelurahan maupun kantor urusan agama (KUA) 
Kecamatan bangkala hendaklah di bebankan biaya yang penting-penting saja untuk 
mengurangi biaya pencatatan perkawinan atau membebankan biaya dan tetap 
mendaftarkan identitas orang yang melakukan perkawinan pada buku registrasi 
pencatatan nikah dan diterbitkan akta buku nikah. 
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